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Abstrak

Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan pada tahun 1998, sistem pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan negara banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam hal penyusunan anggaran, terjadi perubahan dari sistem anggaran yang sifatnya tradisional (traditional budget system) berubah menjadi anggaran berbasis kinerja (Performance budget system), sistem pertanggungjawaban dari penyampaian laporan realisasi anggaran menjadi laporan keuangan, sistem pembukuan dari tata buku tunggal (single entry) menjadi tata buku berpasangan (double entry)
Laporan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin tidak jelas. Dari 503 pemerintah daerah, hanya 13 pemda yang laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Masalah tersebut terutama terkait dengan sistem pengendalian intern yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dalam tahun 2008 telah menerbitkan PP 60 tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sebagai model  pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah berbasis COSO (The Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) yang mencakup  lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dan pengendalian intern pada setiap aktivitas dan jenjang manajemen. Sistem pengendalian ini lebih menekankan pada pengendalian berbasis hati nurani (soft controll) dengan titik perhatian aspek penilaian risiko sebagai driver dalam menentukan arah pengendalian yang harus  dilakukan. Dalam aspek penilaian risiko semua kegiatan yang akan direncanakan telah dapat diidentifikasi dan dinilai risikonya serta dapat dicarikan solusinya sehingga mempercepat pencapaian tujuan organisasi secara aman dan terkendali
Pendahuluan 


Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan pada tahun 1998, sistem pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan negara banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam hal penyusunan anggaran ,terjadi perubahan dari sistem anggaran yang sifatnya tradisional (traditional budget system) berubah menjadi anggaran berbasis kinerja (performance budget system). Dengan performance budget system, maka tidak ada satu kegiatanpun yang dalam penyusunannya tidak disertai dengan indikator kinerja yang diukur dari sisi in-put, out-put, out- come, benefit dan impact yang kesemuanya harus terukur dan dapat diverifikasi dengan jelas. Pola pertanggungjawaban keuangan negara / daerah juga berubah, dari yang hanya mempertanggungjawabkan keuangan dengan menyampaikan laporan realisasi anggaran dengan dilampiri bukti pertanggungjawaban (SPJ)  selama satu periode tertentu menjadi model baru berupa laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sistem pencatatan berubah dari pembukuan tunggal (single entry) yang berbasis kas (cash basis) dengan media pembukuan berupa Buku Kas Umum menjadi pembukuan berpasangan (double entry) yang berbasis akrual (accrual basis). Perubahan-perubahan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan yang semakin transparan dan  akuntabel  sehingga dapat meningkatkan keandalan informasi yang berguna bagi stakeholders dan pengambil kebijakan untuk pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan masa depan dan tindakan koreksi yang diperlukan.

Tentu saja bukan  pekerjaan yang ringan untuk melaksanakannya, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan bertanggungjawab  dari para pengelola keuangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tersebut harus didasarkan pada suatu sistem akuntansi yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah akuntansi yang benar. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
Selanjutnya laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan sistem akuntansi tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat dalam waktu 3 ( tiga ) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/ daerah,  Badan Pemeriksa Keuangan  melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, yang hasilnya adalah pemberian opini atas laporan keuangan tersebut. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified opinion) tentu saja sangat didambakan oleh setiap instansi  yang membuat laporan keuangan.

Namun demikian kenyataan yang ada menunnjukkan kondisi yang berbeda, dimana masih banyak laporan keuangan pemerintah yang memperoleh opini di bawah Wajar Tanpa Pengecualian; bahkan tidak sedikit yang mendapatkan predikat opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) yang merupakan peringkat opini terendah dalam hal kewajaran atas pertanggungjawaban keuangan.

Media kompas tanggal 31Agustus 2010 memberikan ulasan yang cukup menarik, bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin tidak jelas. Dari 503 pemerintah daerah, hanya 13 pemda yang laporan keuangannya mendapat hasil audit wajar tanpa pengecualian. Hal tersebut sungguh sangat memprihatinkan mengingat proses reformasi telah berlangsung sudah relatip lama namun belum diikuti dengan proses reformasi yang memadai dalam pengurusan dan pengelolaan keuangan negara yang  transparan dan akuntabel .

Tinjauan teori Sistem Pengendalian Intern ( SPI )

Kalau mau dicermati secara lebih mendetail memang masih banyak kelemahan terutama terkait dengan sistem pengendalian intern. Dengan demikian, terkait  pengelolaan keuangan negara, permasalahan yang sangat urgen untuk dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang memadai, sebagai sarana pengendalian agar tujuan instansi pemerintah dapat dicapai.

Terkait dengan pengendalian intern, COSO ( Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ) memberikan definisi pengendalian intern sebagai berikut : 

A process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

· effectiveness and efficiency of operations 

· reliability of financial reporting 

· compliance with applicable laws and regulations

Jelas bahwa tujuan dari pengendalian intern adalah dalam rangka membantu manajemen  mengelola organisasi agar dapat meningkat kinerjanya secara efektif, efisien, diperolehnya keandalan atas laporan keuangan serta kepatuhan terhadap pearturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian bahwa pengendalian intern berbasis COSO tersebut merupakan suatu proses yang terus-menerus, pengendalian lebih menitikberatkan pada peranan manusia dengan soft controlnya, pengendalian tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan yang memadai / reasonable assurance.  

Pengendalian intern lebih merupakan alat bantu / tools bagi manajemen untuk mengarahkan  organisasi menuju tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi sistem pengnedalian intern ini bersifat dinamis, mengikuti setiap perubahan keadaan yang terjadi sehingga keberadaannya menjadi penunjuk arah bahkan dapat memberikan peringatan dini / early warning system bagi organisasi. Namun demikian keberadaan sistem pengendalian intern tersebut tidak dapat menggantikan kedudukan manajer dengan segala kemampuannya dalam menjalankan roda organisasi. 

Untuk dapat memberikan bantuan kepada organisasi dalam pencapaian tujuan, coso memberikan lima instrumen yang terintegrasi dalam setiap aktivitas dan tingkatan manajemen berikut:
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COSO: Components of Internal Control

Pembahasan
Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penerapan sistem pengendalian intern tersebut dimaksudkan untuk  memberikan jaminan memadai mengenai keandalan laporan keuangan yang disusun instansi pemerintah dan bukan jaminan mutlak. Sebagai bukti bahwa memang ada kemauan baik dari pengelola keuangan untuk mengelola keuangannya secara baik ,transparan dan akuntabel, pemerintah melalui pasal 55 Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 mewajibkan pengelola keuangan/  Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Demikian juga dalam pasal 56 bahwa  Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Secara lebih spesifik masalah sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 yang sekaligus  merupakan aturan lebih lanjut peraturan pelaksanaan sebagaimana  diamanatkan dalam  pasal  58  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. 

Peraturan Pemerintah tersebut mengikat semua  pengelola keuangan negara / daerah untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungannya, dimulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota semuanya mempunyai kewajiban yang sama sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem administrasi yang telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai akan memiliki nilai strategis dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangan negara .

Sistem pengendalian intern sangat diperlukan oleh setiap entitas karena   adanya perubahan ekstern yang mempengaruhi ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ditetapkan sehingga perubahan tersebut membawa konsekuensi perlunya sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin tercapainya proses dan hasil kegiatan sebagaimana yang diinginkan .
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tersebut bersifat mengikat  semua pelaksana mulai dari atasan sampai tingkat yang terendah, dengan  demikian keberhasilan akan penerapan sistem pengendalian intern tersebut sangat dipengaruhi oleh tekad dan kemauan baik dari semua pihak yang terkait.

Sebagai suatu sistem, pelaksanaan SPIP sifatnya melekat (built in control) dalam semua tindakan dan aktivitas personil dalam organisasi bahkan seharusnya menjadi suatu budaya (culture) yang senantiasa akan terus dikembangkan. SPIP dalam implementasinya harus dapat menjiwai setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan semua kegiatan dan sekaligus menjadi pondasi semua kebijakan yang akan ditetapkan .  

Sampai saat ini, implementasi dari SPIP dilingkungan pemerintahan relatif masih belum optimal dan perlu terus didengungkan agar pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan  aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Diperlukan upaya terus-menerus dari pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada pengelola keuangan negara dalam kaitan dengan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing masing. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan melalui beberapa tahapan kegiatan yang mencakup  kegiatan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi dan peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Jelas kiranya untuk mendorong implementasi SPIP yang efektif peranan auditor APIP sangat stratejik, tidak hanya sebagai alat kelengkapan organisasi saja namun memiliki fungsi yang penting sebagai mitra kerja pemimpin organisasi. Saat ini kegiatan penyusunan pedoman sudah selesai dan sudah bisa digunakan untuk penyelenggaraan SPIP dilingkungan pemerintahan. Kegiatan sosialisasi juga sudah dilaksanakan yang diikuti dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparat pemerintah oleh BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP sebagimana ditetapkan dalam pasal 59 PP 60 tahun 2008. Namun demikian mengingat   luasnya lingkup pemerintahan yang harus ditangani maka kegiatan sosialisasi SPIP masih sangat diperlukan dan perlu secara terus menerus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dari penyelenggara pemerintahan. 

Sebagaimana diungkapkan diatas bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan keuangan negara / daerah diperlukan payung hukum berupa perauran kepala daerah. Banyaknya kepala daerah yang belum membuat peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai sistim pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan dapat berdampak pada terhambatnya tujuan SPIP. Di sisi lain, perkembangan implementasi SPIP yang belum optimal tersebut tidak terlepas dari kondisi sebelumnya dimana selama ini sudah pernah ada  model pengendalian yang dikenal dengan sistem pengendalian manajemen (sisdalmen). Dalam  pelaksanaannya sisdalmen belum sepenuhnya memenuhi harapan dalam mendorong terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik. Hal ini tergambar dari praktek pengelolaan keuangan negara / daerah yang masih menunnjukkan kondisi yang tidak sehat, ditandai dengan tingginya kebocoran keuangan, lemahnya administrasi yang mengarah pada inefisiensi,terjadinya mis-manajemen, menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada pengelola pemerintahan, banyaknya unjuk rasa yang menuntut keadilan, meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Sistem pengendalian manajemen tersebut terdiri atas delapan unsur yang mencakup organisasi, kebijakan, prosedur, perencanaan, pencatatan, personalia, pelaporan dan pengecekan intern.

Terlihat jelas bahwa sistem pengendalian ini lebih banyak berbasis pada infrastruktur yang  sifatnya statis. Tanpa adanya kesadaran dan kejujuran yang tinggi dari para pelaksana maka hasil dari kegiatan yang didukung dengan sistem pengendalian ini belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan melekat oleh atasan langsung pada masa lalu dalam kenyataannya ternyata juga tidak berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara / daerah.

Kondisi yang demikian jelas tidak menguntungkan bagi pengelolaan keuangan negara daerah yang efektif sehingga  untuk itulah SPIP diberlakukan dengan harapan akan memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

Pemerintah optimis bahwa dengan SPIP maka sistem pengelolaan keuangan negara akan lebih transparan dan akuntabel, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban akan dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Dengan demikian nampak jelas betapa peran SPIP begitu kuatnya dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dengan senantiasa mengutamakan sisi kesejahteraan menuju terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance government) yang selanjutnya dapat meningkatkan opini atas kewajaran laporan keuangan menjadi wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)

Mengingat sifatnya yang melekat pada setiap aktivitas pada semua tingkatan manajemen, maka SPIP menjadi ruh sekaligus memberikan spirit yang menciptakan aura pengendalian secara otomatis dan akan menjadi jiwa bagi siapapun yang melakukan pengelolaan keuangan negara/daerah. Tentu saja tidak ada satu model SPIP yang dapat diberlakukan pada keseluruhan instansi pemerintah (customize) mengingat adanya perbedaan dalam ukuran, kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi instansi serta harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sebagai sarana pengendalian, SPIP merupakan hasil metamorfose dari sistem pengendalian yang telah berjalan di dalam pengelolaan keuangan negara; namun demikian hal tersebut tidak berarti bahwa reformasi keuangan negara sekedar upaya tambal sulam yang tidak terarah.SPIP adalah langkah berani pemerintah untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme dengan lebih menitikberatkan unsur manusia sebagai pemegang (driver) pengendalian. SPIP yang diterapkan pemerintah mengadopsi pengendalian internal sektor korporat yang berbasis COSO (The Comittee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission). Adanya suara suara yang bernada pesimis atas keberhasilan implementasi SPIP selama ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat SPIP tersebut masih relatif baru dan belum menampakkan  keberhasilannya secara optimal.  Hal mendasar yang juga sekaligus merupakan kelemahan dalam sistem pengendalian yang ada selama ini (sisdalmen) adalah karena sistem tersebut lebih banyak mengandalkan pentingnya infrastruktur sebagai alat kendali. Pengendalian intern berbasis infrastruktur akan mengalami banyak kelemahan yang berakibat pada kegagalan tatkala manusia sebagai pelaksana tidak mampu mengarahkan hati nuraninya pada kondisi yang menuju terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang  baik (good governance government)   .

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam SPIP sebagaimana diuraikan dalam pp 60/2008 dibandingkan dengan sisdalmen, yakni bahwa dalam SPIP  hal yang paling utama adalah keterlibatan manusia sebagai pelaku dari SPIP itu sendiri.Dengan SPIP maka terjadi reformasi pengendalian dari pengendalian berbasis alat / infrastruktur menjadi pengendalian berbasis hati nurani / soft control. SPIP bukan lagi dipandang sebagai suatu ketentuan peraturan perundangan yang bersifat memaksa dan dapat dikenakan sanksi bila tidak melaksanakannya; namun merupakan suatu kebutuhan (need)  sebagaimana manusia yang memerlukan makan dan minum sebagai suatu kebutuhan natural seiring kodratnya untuk memperoleh kebahagiaan yang diidamkan.

SPIP sebagaimana ditetapkan dalam PP 60 tahun 2008 merupakan model pengendalian yang di dalamnya mencakup lima komponen yakni :

1. Lingkungan Pengendalian

2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian 
4. Informasi dan Komunikasi 
5. Pemantauan dan Pengendalian Intern
Kelima unsur tersebut saling terintegrasi dan unsur yang paling dominan serta mempengaruhi secara signifikan terhadap unsur yang lainnya adalah unsur pertama  yaitu lingkungan pengendalian. 

Lingkungan Pengendalian memegang peranan yang sangat vital dan mempunyai kontribusi yang paling besar dalam menunjang keberhasilan SPIP  itu sendiri.

Dilihat dari unsur unsur yang membentuk SPIP dan dibandingkan dengan sistem pengendalian manajemen (sisdalmen) yang dikenal selama ini, terdapat suatu unsur yang mempunyai peranan stratejik dalam mengarahkan pengendalian menjadi lebih fokus dan berdampak pada keberhasilan implementasi SPIP yaitu penilaian risiko. Sebagai organisasi yang mempunyai karakteristik unik, organisasi pemerintahan tidak pernah berhitung masalah untung atau rugi dalam memberikan layanan kepada masyarakat; hal ini sangat berbeda dengan organisasi sektor privat yang menggunakan pertimbangan profit sebagai pertimbangan utama dalam bertindak. Namun demikian, dalam rangka membuat kebijakan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, maka menjadi hal yang urgen bagi organisasi pemerintahan membuat dan mempertimbangkan aspek risiko sebelum dilaksanakan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuannya, identifikasi atas semua aspek yang terkait dengan kegiatan sangat perlu dilakukan agar bisa dipetakan secara dini hal-hal yang kemungkinan akan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian sudah bisa dilakukan deteksi dini atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan ,dan untuk itu langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan sebagai sarana untuk mengeliminir atau mengurangi tingkat risiko yang akan terjadi bisa segera disiapkan dan dilaksanakan. Dengan melakukan penilaian risiko, manajemen  pemerintah menjadi lebih berhati-hati dan telah siap dengan berbagai kemungkinan  termasuk mengambil segala langkah  antisipatip yang dapat diambil dengan memperhitungkan manfaat dan risiko yang harus ditanggung  oleh organisasi. SPIP dalam hal ini berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi  secara  dini (early warning system) bagi penyelenggara  negara.    

Terkait dengan lingkungan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa unsur yang mencakup: penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja dengan instansi pemerintah terkait

Dalam hal penegakan integritas dan nilai etika, sekurang-kurangnya dilakukan dengan menyusun dan menerapkan aturan perilaku; memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah; menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern;dan menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

Masalah penegakan integritas dan nilai etika menempati urutan pertama dalam pembentukan lingkungan pengendalian. Integritas dan nilai etika sangat terkait erat dengan nilai nilai luhur yang dianut masyarakat atau komunitas tertentu. Sebagai nilai yang dianut dan dipercaya akan dapat mengantarkan manusia pada tujuan akhirnya, maka nilai nilai tersebut pasti perlu dihidup-hidupkan dan senantiasa dikembangkan agar  berkembang menjadi kultur bagi lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Ketika nilai nilai luhur telah menjadi kultur setiap insan penyelenggara pemerintahan, maka sungguh hal tersebut akan menjadi pendorong arus utama (mainstream) dalam  meletakkan dasar yang kuat untuk kegiatan pengendalian lainnya.

Demikian juga dalam organisasi pemerintahan, nilai nilai yang dianut dan diyakini akan dapat meningkatkan kualitas layanan ataupun meningkatkan akuntabilitasnya dihadapan stakeholders tentunya akan menjadi wahana yang akan mengantarkan instansi pada tujuan organisasi.

Nilai etika yang menjadi acuan dalam bertindak dan mencerminkan nilai yang diinginkan oleh organisasi mesti dirumuskan secara bersama oleh insan organisasi dan ditetapkan disertai dengan aturan main yang jelas baik terhadap pelaksanaannya yang menjalankan ataupun yang melanggar. Tidak kalah pentingnya dalam hal ini menyangkut keteladanan dari pimpinan sebagai role model akan sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasinya. Pimpinan sebagai tone at the top mempunyai kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan budaya organisasi berbasis etika menuju pengelolaan kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab sesuai kaidah ketatanegaraan yang bermoral dan beradab. Komitmen atas penegakan integritas sangat diperlukan dalam rangka menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif sekaligus sebagai upaya untuk mengarahkan organisasi menuju  tujuan yang telah ditetapkan.

Etika organisasi dapat dikembangkan dalam segala bentuk kegiatan yang terkait secara langsung dengan organisasi maupun  kegiatan lain diluar organisasi tanpa bermaksud menghalangi aktivitas individual dalam kehidupan bermasyarakat dalam organisasi dengan posisinya sebagai warga masyarakat. Aturan perilaku/ etika (code of conduct) seharusnya dapat mendorong seseorang untuk lebih mencintai organisasi dengan tidak mengurangi hak-haknya sebagai individual dalam masyarakat. Dalam kaitan etika organisasi, hubungan hubungan individu dalam organisasi, hubungan atasan dengan bawahan, hubungan dengan stakeholders, shareholders, customer, mitra kerja/instansi lain, dengan rekanan harus memperoleh perhatian yang memadai dengan dibuat aturan dasar yang saling menguntungkan tanpa merugikan kedua belah pihak sebagai dasar menjalankan kegiatan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing.Sosialisasi dan internalisasi sangat diperlukan agar aturan perilaku dapat mencapai tujuannya secara optimal. Tindakan tegas harus dilakukan guna mempertahankan kehormatan instansi terhadap setiap pelanggaran atas aturan etika /aturan perilaku yang dapat mengancam keberhasilan organisasi secara proporsional dengan tetap mengedepankan nilai nilai kebersamaan agar tidak mengganggu kinerja organisasi .

Perlu dilakukan upaya upaya nyata dalam hal implementasi aturan perilaku baik di lingkungan instansi maupun dalam hubungan hubungan instansi dengan pihak luar sebagai mitra kerja. Budaya malu, malu terlambat masuk kantor, malu untuk pulang lebih awal, malu untuk tidak dapat meningkatkan kerja, malu untuk melakukan tindakan tindakan negatif yang dapat menurunkan martabat sebagai pegawai ataupun sebagai individu dan perasaan malu yang lainnya akan dapat mendorong  perilaku positif  dalam  kehidupan  organisasi  pemerintah.

Setiap individu senantiasa dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keahliannya dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dengan hasil yang optimal bahkan dengan capaian kinerja melebihi standar yang ditetapkan. Penyusunan standar kinerja untuk setiap pegawai perlu dikembangkan  dalam organisasi sebagai media pengukuran yang sahih dan rasional tanpa dipengaruhi oleh sikap dan tindakan yang subyektip dalam organisasi. Sungguh akan sangat sulit untuk mengukur  capaian kinerja yang optimal bila tidak dibuat standar kinerja tersebut. Upaya peningkatan mutu individual dalam mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan perlu didukung oleh lembaga  dengan memberikan kompensasi yang memadai dan rasional di antaranya dengan memberikan tunjangan kinerja,  Tidak ada alasan untuk tidak dapat mengerjakan suatu penugasan dengan alasan tidak mengetahui dan menguasai ilmunya, setiap individu dalam organiasasi harus memiliki motivasi untuk mencapai kemajuan dalam bidang tugasnya. Kegiatan pelatihan, seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan, asistensi, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi, edukasi, magang kerja dan lain sebagainya menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Merupakan hal yang wajib dilakukan dalam kaitan ini adalah perlunya diberikan pendanaan yang memadai untuk kegiatan kegiatan peningkatan kemampuan individu organisasi tersebut. Untuk itu pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh jajaran pegawai agar dapat meningkatkan kompetensinya sesuai bidang tugas yang dijalankan merupakan  keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar.

Adalah kenyataan bahwasannya sumberdaya manusia seharusnya menjadi aset utama organisasi yang  akan membawa keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sangat tidak masuk akal bahwa organisasi mempunyai tujuan yang stratejik namun tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya yang memadai. Dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia, diperlukan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia yang efektif .

Perlu ada penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekruitmen sampai dengan pemberhentian pegawai. Dengan pola ini akan dapat mendorong pegawai untuk berkarya lebih produktip dengan kualitas hasil kerja yang semakin berkualitas. 

Menjadi suatu kebutuhan  nyata bahwa diperlukan upaya penguatan atas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif guna mendukung keberhasilan implementasi SPIP dilingkungan pemerintahan. Tidak berdayanya APIP akan berdampak sangat serius atas keberhasilan pencapaian tujuan organisasi,karena posisi APIP sebagai mitra strategis sekaligus memberikan peringatan dini  bagi organisasi tersebut. Keberhasilan organisasi di lain pihak juga ditunjang oleh instansi pemerintah lainnya, dengan demikian perlu ada upaya untuk senantiasa melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta  penyelarasan atas semua tujuan secara komprehensif tanpa harus meninggalkan  tujuan  organisasi  yang  bersangkutan.

Keberhasilan organisasi juga dipengaruhi oleh bagaimana organisasi tersebut mampu memetakan kekuatan dan kelemahan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya informasi antisipatif  serta melihat peluang  maupun tantangan yang akan dihadapi oleh organisasi di masa mendatang.Masalah tersebut dilakukan dengan menetapkan tujuan dalam suatu perencanaan strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan operasional dengan diberikan  kewenangan kepada personil yang tepat disertai pendelegasian yang memadai dan pola pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangan yang ada. Evaluasi secara periodik merupakan kebutuhan yang nyata dari pelaksanaan kegiatan agar senantiasa tetap dalam koridor yang benar dengan tetap memperhatikan  kemungkinan  perubahan yang akan terjadi sesuai kebutuhan. Manajemen / pimpinan instansi juga harus memberikan dukungan atas fungsi-fungsi tertentu dalam penerapan SPIP di antaranya mencakup pencatatan dan pelaporan keuangan,sistem manajemen informasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan baik intern maupun ekstern.

Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan ,sistem manajemen informasi  tentu saja harus dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan stakeholders  dan mamperhatikan pengendalian intern sesuai kebutuhan. Sebagai suatu sistem, pencatatan dan pelaporan harus dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, mencerminkan penyajian yang jujur, dapat dipahami, netral, lengkap, dapat diperbandingkan serta menggunakan akal sehat.

Tahapan penting berikutnya terkait dengan implementasi SPIP adalah bahwa instansi pemerintah harus membuat kegiatan pengendalian. Pelaksanaan kegiatan pengendalian mencakup beberapa kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu di antaranya bahwa pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus instansi; kebijakan dan prosedur harus dibuat secara tertulis; implementasi prosedur harus dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan dan harus dilakukan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan .

Pelaksanaan kegiatan pengendalian dapat dilakukan melalui reviu atas kinerja instansi pemerintah; pembinaan sumber daya manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat  waktu atas transaksi dan kejadian; pembatasan akses atas  sumber daya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap  sumber  daya dan pencatatannya; dan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.  

Begitu banyak media yang bisa dilakukan untuk melakanakan kegiatan pengendalian kesemuanya bermuara pada satu tujuan yakni tercapainya tujuan instansi pemerintah. Implementasi reviu kinerja tentunya tidak cukup  hanya sekedar dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan capaian kinerjanya; lebih dari itu maka penetapan target kinerja yang relaistis dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya perlu menjadi perhatian. Suatu penetapan kinerja yang tidak mempertimbangkan kemampuan organisasi akan mendorong organisasi hanya sekedar melaksanakan kegiatan karena tuntutan harus adanya target kinerja. Demikian juga penentuan indikator kinerja yang sahih menjadi sangat urgen untuk menunnjukkan capaian kinerja yang sebenarnya dari organisasi tersebut.

Dengan demikian maka evaluasi secara periodik dan berkelanjutan sudah semestinya dilakukan untuk mengawal organisasi dalam mencapai tujuannya.

Dalam kaitan dengan pembinaan sumber daya manusia maka pola pengelolaan sumber daya manusia harus lebih ditekankan pada posisi manusia sebagai subyek dan bukan sekedar obyek yang harus menerima segala sesuatu tanpa ada kesempatan untuk dapat mengemukakan opini demi meningktanya kinerja organisasi secara keseluruhan. Pembinaan tersebut tidak hanya upaya untuk meningkatkan kompetensi saja; lebih dari hal tersebut maka pola rekruitmen yang transparan, program diklat yang mengarah pada upaya peningkatan keimanan seseorang, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, adanya ketentuan mengenai disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja dan pola karir juga harus dapat memberikan motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai bagian dari sumber daya, maka pengendalian atas sistem informasi menjadi sangat strategis dalam mendukung keberhasilan organisasi; informasi pada era sekarang menjadi sesuatu yang sangat berharga dan dapat menjadi inspirasi bagi kemajuan ataupun kehancuran suatu organisasi. Dengan sistem informasi yang dikelola secara baik dan memadai akan dapat mengarahkan organisasi pada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem informasi harus dapat menyediakan  informasi sesuai kebutuhan dan tersedia pada saat dibutuhkan tanpa mengurangi kualitas informasi itu sendiri.

Pengendalian sistem informasi mencakup pengamanan sistem informasi itu sendiri ,pengendalian atas akses, pengembangan dan perubahan perangkat lunak  aplikasi, perangkat lunak sistem, pemisahan tugas maupun kontinuitas pelayanan.

Tatkala lingkungan pengendalian telah dibangun dengan mengedepankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness dijalankan yang diikuti dengan penetapan tujuan dan sasaran yang telah didukung dengan identifikasi dan analisis risiko secara matang dilanjutkan dengan penyususnan kegiatan pengendalian yang memadai agar tujuan dana sasaran yang telah ditetapkan tetap dalam jalur yang benar baik dalam tahap perencanaan maupun dalam implementasinya; maka kesemuanya itu tidak akan bermakna manakala tidak diinformasikan dan dikomunikasikan .

Proses informasi dan komunikasi harus terus-menerus dilakukan agar  perkembangan kegiatan setiap saat dapat diketahui dan dicarikan solusi alternatip manakala terjadi penyimpangan

Perlu dibangun adanya suatu sistem informasi dan komunikasi yang komprehensip dan efektif sekaligus menjadi media penghubung dari setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan dalam implementasi SPIP. Sistem informasi dan komunikasi harus dibangun  atas landasan kepercayaan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan sistem tersebut. Harus diberikan kesempatan yang sama kepada semua elemen dalam organisasi untuk dapat berperan aktif, saluran informasi dan komunikasi harus dibuat secara transparan  dan terbuka bagi semua warga organisasi, tidak boleh ada pembedaan perlakuan atas setiap informasi dan komunikasi yang masuk ke dalam organisasi. Informasi harus dikelola secara profesional dengan tetap mengedepankan kehati-hatian yang tinggi sehingga tidak berdampak merugikan organisasi. Pemberian informasi kepada pihak di luar organisasi harus dilakukan melewati satu pintu namun tetap memberikan peluang untuk dapat diakses oleh semua stakeholders sehingga informasi akan dapat cepat sampai pada pihak yang memerlukan dengan kualitas  yang dapat diandalkan. Pendelegasian kewenangan atas  pemberian informasi kepada bawahan dapat dilakukan dalam suatu  garis komando agar sinkron dengan informasi yang diberikan pada tingkat yang lebih tinggi. Komunikasi harus dilakukan dalam dua arah dengan tetap memperhatikan tingkat  urgensinya sesuai porsi yang sewajarnya. Mekanisme komunikasi harus ditetapkan agar tidak mengalami kebuntuan (deadlock) yang dapat memicu timbulnya permasalahan baru dan dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi.

Hal terakhir dalam proses SPIP yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian intern.

Kegiatan pemantauan senantiasa harus dilakukan untuk dapat mengetahui perkembangan implementasi SPIP di lapangan pada  setiap saat. Tidak adanya kegiatan pemantauan maka berakibat tidak diperolehnya informasi atas pelaksanaan kegiatan sehingga komunikasi tidak dapat dilakukan secara optimal. Diperlukan adanya sistem pemantauan yang baik agar dapat diperoleh  informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk membantu menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan sejalan dengan capaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan .

Berikutnya adalah kegiatan pengendalian intern sebagai alat bagi manajemen untuk mengetahui apakah semua unsur dalam SPIP telah dapat berjalan dalam koridor yang benar dan sesuai dengan proporsinya. Pengendalian intern akan memastikan bahwa lingkungan pengendalian telah dibangun dan dilaksanakan oleh semua lapisan pegawai sesuai dengan tupoksinya. Kegiatan penilaian risiko telah cukup memadai dalam rangka menunjang keberhasilan tujuan organisasi dalam arti bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan dilakukan analisis secara memadai, dipetakan, diukur dan kemungkinan-kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan untuk  mengurangi dampak ataupun tingkat keterjadiannya .

Berikutnya adalah bahwa kegiatan pengendalian intern perlu untuk memastikan apakah kegiatan pengendalian yang dibangun telah diarahkan pada semua upaya yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dan mengurangi bahkan mengeliminir risiko-risiko yang kemungkinan akan menghambat tercapainya tujuan  tersebut.

Informasi dan komunikasi perlu diyakinkan agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa sistem informasi dan komunikasi akan dapat membantu tercapainya tujuan organisasi melalui penyediaan sistem informasi dan komunikasi yang andal namun tetap memberikan ruang bagi berkembangnya iklim yang demokratis dalam penyampaian informasi dan komunikasi.

Untuk itu maka pengendalian intern perlu untuk memastikan bahwa kegiatan pemantuan telah dibangun secara memadai dan dapat menjadi media yang efektif dalam menyampaikan informasi yang valid dan up to date dan melakukan komunikasi yang diperlukan guna mendorong  tercapainya tujuan organisasi.   
Simpulan 

Dengan implementasi SPIP yang didasarkan pada pengendalian berbasis hati nurani (soft control) yang didukung dengan penilaian risiko yang andal ditunjang dengan kegiatan pengendalian yang akan mengarahkan kegiatan organisasi senantiasa pada arah yang benar  dan adanya informasi dan komunikasi dua arah sesuai dengan keperluan disertai kegiatan pemantauan dan pengendalian intern yang memadai maka tujuan organisasi akan dapat dicapai; dengan prestasi tersebut maka pelaksanaan kegiatan organisasi yang berujung pada pertanggungjawaban keuangan yang dibangun berdasarkan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik akan dapat mendorong terwujudnya pertanggungjawaban keuangan yang baik pula; hal tersebut akan menjadi triger diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dari auditor independen.
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